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Abstrak 

Media massa di Indonesia berperan signifikan dalam menyebarkan informasi dan 

mempengaruhi masyarakat. Informasi dapat tersebar luas mencapai berbagai sudut dunia dan diakses 

oleh jutaan pembaca secara bersamaan. Wartawan dilarang melakukan tindakan yang merugikan orang 

lain, menyebarkan berita bohong atau fitnah serta berpihak dengan maksud menghasut. Perlindungan 

hukum terhadap korban pencemaran nama baik diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara 

kebebasan wartawan dan hak individu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik yang dilakukan oleh wartawan?, 2. 

Bagaimana tanggung jawab wartawan atas perbuatan pemberitaan yang menimbulkan kerugian bagi 

orang lain. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

(Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Teknik pengumpulan bahan 

hukum dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan bahan hukum, riset isu hukum, serta kajian 

kasus dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, buku-buku literatur, berita, dan bahan 

lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan aturan 

pencemaran nama baik oleh wartawan dalam KUHP lama dan baru mencerminkan respons lebih tegas 

terhadap tantangan era digital dan perlindungan hak individu. Pasal 310 KUHP lama memberi sanksi 

ringan sementara Pasal 433 RKUHP 2022 memberikan sanksi lebih berat dan pengaturan rinci. Fokus 

utama adalah perlindungan hukum terhadap korban di era media sosial dengan Kode Etik Wartawan 

Indonesia (KEWI) sebagai panduan. Pentingnya Undang-Undang Pers sebagai lex specialis 

memastikan keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan individu yang dirugikan. 

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Wartawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Mass media in Indonesia plays a significant role in disseminating information and influencing 

society. Information can spread widely to various corners of the world and be accessed by millions of 

readers simultaneously. Journalists are prohibited from carrying out actions that harm other people, 

spreading false news or slander and taking sides with the intention of inciting. Legal protection for 

victims of defamation is necessary to maintain a balance between journalists' freedom and individual 

rights. The problems in this research are 1. What is the legal protection for victims of defamation 

committed by journalists? 2. What is the responsibility of journalists for reporting actions that cause 

harm to other people. This type of research is normative research with a statutory approach and a 

conceptual approach. The technique for collecting legal materials is carried out through searching and 

collecting legal materials, researching legal issues, as well as case studies from statutory regulations, 

legal journals, literature books, news and other materials relevant to the research topic. The results of 

this research show that changes to the rules for defamation by journalists in the old and new Criminal 

Codes reflect a firmer response to the challenges of the digital era and the protection of individual 

rights. Article 310 of the old Criminal Code provides light sanctions while Article 433 of the 2022 

RKUHP provides heavier sanctions and detailed regulations. The main focus is legal protection for 

victims in the era of social media with the Indonesian Journalist Code of Ethics (KEWI) as a guide. The 

importance of the Press Law as a lex specialis ensures a balance between press freedom and the 

protection of individuals who are disadvantaged. 

Keywords: Legal Protection, Defamation, Freedom of Journalists 
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